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. UMUM

Dalam rangka menghadapi perkembangan perekonomian nasional
yang mengalami perubahan yang cepat, menghadapi tantangan yang
dinamis dan semakin kompleks, serta terintegrasi dengan perekonomian
global, diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan yang komprehensf di
bidang perbankan, termasuk pengaturan yang jelas dan memberikan
kepastian hukum, yang diharapkan dapat meningkatkan ketahanan
perbankan nasional. Dalam kaitan dengan keberadaan perbankan syariah,
penyesualan dan/atau penyempurnaan ketentuan telah memperoleh pijakan
yang kuat yaitu dengan telah disahkannya Undang-undang Nomor 21
Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah padatanggal 16 Juli 2008. Dengan
telah disahkannya Undang-undang tersebut maka keberadaan perbankan
syariah di Indonesia sebagal aternatif jasa perbankan bagi masyarakat
Indonesia menjadi semakin diterima dan diakui oleh masyarakat sehingga
diharapkan dapat memberikan kontribus yang optima dalam rangka
menunjang pembangunan ekonomi nasional.

Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, Bank Indonesia
diamanahkan tanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan
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pengawasan Bank. Dalam melaksanakan amanah dimaksud, Bank
Indonesia secara profesional mengacu pada prinsip syariah, prinsip kehati-
hatian, dan praktek perbankan yang lazim (international best practices)
agar industri perbankan syariah nasional menjadi sehat dan tangguh serta
berkembang (sustainable).

Penergpan prinsip syariah pada bank syariah dipandang menjadi
semakin penting di mata semua stakeholder karena dalam kegiatan
usahanya bank syariah menghindari transaks keuangan yang bersifat
spekulatif, mendorong transparansi, menghindari eksploitass dan
mendorong pertumbuhan sektor riil. Kegiatan operasional perbankan
syariah yang mencakup seluruh aspek kehidupan ekonomi seperti kegiatan
pembiayaan berbasis bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), jual beli
(murabahah, salam dan istishna), sewa (ijarah) dan jasa lainnya (rahn,
sharf dan kafalah) telah menjadikan bank syariah lebih dapat memenuhi
berbaga kebutuhan masyarakat (universal banking).

Dalam rangka mewujudkan bank syariah yang sehat, tangguh dan
efisien serta mampu bersaing dengan perbankan nasiona lainnya,
diperlukan pengaturan tentang kelembagaan yang dapat memberikan
kejelasan dan kepastian hukum. Pengaturan kelembagaan Bank ini disusun
selain memperhatikan pringp kehati-hatian, praktek perbankan yang
berlaku di dunia internasional juga mempertimbangkan masukan dari para
stakeholders.

Untuk melengkapi ketentuan ini maka perlu diperhatikan pula
peraturan perundang-undangan yang mempunyali relevans  dengan
ketentuan ini, antara lain peraturan perundang-undangan tentang Perseroan
Terbatas, Pasar Modal, dan peraturan lainnya.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2

Yang dimaksud dengan "perseroan terbatas’ adalah badan hukum
yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian,
melakukan kegiatan ussha dengan modal dasar yang seluruhnya
terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan
dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas serta peraturan
pelaksanaannya.
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Pasal 3
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Pokok-pokok pengaturan tugas Direks Bank dalam anggaran
dasar antara lain:

a. tugas dan tanggung jawab

b. pelaporan; dan

c. perlindungan dalam pelaksanaan tugas.
Huruf ¢

Cukup jelas.
Huruf d

Dalam hal, Presiden Komisaris atau Komisaris Utama
berhalangan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat
dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya.

Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5

Yang dimaksud dengan “modal disetor” adalah setoran yang
dilakukan dalam bentuk setoran tunai.

Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a

Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan untuk
memperoleh keyakinan atas kebenaran dokumen yang
disampaikan.
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Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c

Pelaksanaan uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper
test) dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia
yang berlaku.

Ayat (3)

Hal-hal yang harus dipresentasikan antara lain: tujuan dan alasan
pendirian Bank, sumber permodalan dan kepemilikan, pangsa
utama penghimpunan dana, pangsa utama penyaluran dana, serta
rencana struktur dan personil organisasi.

Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a

Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan untuk
memperoleh keyakinan atas kebenaran dokumen yang
disampaikan.

Huruf b

Pelaksanaan uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper
test) dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia
yang berlaku.

Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Ayat (1)
Contoh: Bank Syariah XY Z atau Bank XY Z Syariah.
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Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 14
Y ang dimaksud dengan modal sendiri bersih adalah:

a. penjumlahan dari modal disetor, cadangan dan laba, dikurangi
penyertaan dan kerugian, bagi badan hukum Perseroan
Terbatas/Perusahaan Daerah;

b. penjumlahan dari simpanan pokok, smpanan wgjib, hibah, modal
penyertaan, dana cadangan, dan Ssa hasl usaha, dikurangi
penyertaan dan kerugian, bagi badan hukum Koperasi; atau

c. perhitungan modal sendiri bersih atau yang dapat dipersamakan
dengan itu sesua jenis badan hukum yang bersangkutan, bagi
badan hukum lainnya.

Pasal 15
Huruf a

Tidak termasuk dalam pengertian pihak lain adalah Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah, atau lembaga yang bertugas untuk
melakukan penyelamatan Bank sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.
Huruf ¢

Y ang dimaksud dengan “memiliki komitmen yang tinggi” antara
lain — kesediaan untuk membantu mengembangkan Bank agar
menjadi sehat, tangguh dan berkembang (sustainable).

Pasal 17
Cukup jelas.
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Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tidak diperlakukan sebagai
pengambilalihan (akuisisi)” adalah penggantian PSP yang tidak
melalui persyaratan dan tata cara pengambilalihan sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)

Keberadaan Komisaris Independen  dimaksudkan  untuk
mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih
obyektif dan menempatkan kewajaran (fairness) dan kesetaraan
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di antara berbagal kepentingan termasuk kepentingan pemegang
saham minoritas dan stakeholders lainnya.

Pasal 26
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “lembaga nirlaba’ adalah semua
lembaga yang tidak mencari keuntungan (non profit motive).
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan hubungan keluarga sampai dengan
dergat kedua adalah hubungan baik vertikal maupun horizontal,
termasuk mertua, menantu, dan ipar, sehingga yang dimaksud
dengan keluarga meliputi :

1.

oA WN

~

10.
11.
12.

Orang tua kandung/tiri/angkat;

Saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya;
Anak kandung/tiri/angkat;

Kakek/nenek kandung/tiri/angkat;

Cucu kandung/tiri/angkat;

Saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami
atau istrinya;

Suami/istri;

Mertua;

Besan;

Suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat;
Kakek atau nenek dari suami atau istri;
Suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat;
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13. Saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta
Suami atau istrinya.

Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “independen’ adalah tidak terdapat
keterkaitan kepengurusan, kepemilikan dan/atau hubungan
keuangan, serta hubungan keluarga.

Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Yang dimaksud dengan “lembaga nirlaba’ adalah semua
lembaga yang tidak mencari keuntungan (non profit motive).

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan perusahaan lain, antara lain meliputi
perusshaan-perusahaan lain diluar Bank yang bersangkutan,
seperti  lembaga keuangan bank dan non-bank, lembaga
pembiayaan, atau perusahaan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan hubungan keluarga sampai dengan
dergat kedua adalah hubungan baik vertikal maupun horizontal,
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termasuk mertua, menantu dan ipar, sehingga yang dimaksud
dengan keluarga meliputi:

1. orang tua kandung/tiri/angkat;

saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya;

anak kandung/tiri/angkat;

kakek/nenek kandung/tiri/angkat;

cucu kandung/tiri/angkat;

saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau
istrinya;

7. suami/igtri;

© g bk~ D

8. mertua;

9. besan;

10. suami/igtri dari anak kandung/tiri/ angkat;
11. kakek atau nenek dari suami atau istri;
12. suami/istri dari cucu kandung/ tiri/angkat;

13. saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami
atau istrinya.

Pasal 30

Cukup jelas.
Pasal 31

Ayat (1)

Ketentuan ini berlaku juga terhadap peralihan jabatan dari
anggota Direkss menjadi anggota Dewan Komisaris atau
sebaliknya.

Ayat (2)

Anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direks yang belum
atau tidak mendapat persetujuan Bank Indonesia dilarang
menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota
Direks.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ketentuan perundang-undangan yang
berlaku” antara lain ketentuan perundang-undangan tentang


http://www.djpp.depkumham.go.id

No. 4978 10

Perseroan Terbatas atau ketentuan perundang-undangan tentang
Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 32
Ayat (1)

Permohonan untuk memperoleh persetujuan calon anggota
Dewan Komisaris digukan paling kurang oleh Presiden Direktur
atau Direktur Utama kepada Bank Indonesia. Permohonan untuk
memperoleh persetujuan calon anggota Direks digjukan paling
kurang oleh Presden Komisaris atau Komisaris Utama kepada
Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 33

Y ang dimaksud dengan tanggal pemberhentian dan/atau pengunduran
diri efektif adalah tanggal setelah pemberhentian dan/atau
pengunduran diri yang bersangkutan mendapat persetujuan dari rapat
umum pemegang saham, serah terima jabatan, atau mekanisme
lainnya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.

Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Angkal
Cukup jéelas.
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Angka?2
Cukup jelas.
Angka3

Yang dimaksud dengan “memiliki komitmen” antara
lain kesediaan untuk menyediakan waktu yang cukup
kepada Bank dalam rangka melaksanakan tugasnya
secara efektif.

Angka4
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Angkal

Yang dimaksud dengan “daftar kredit macet” adalah
daftar kredit macet sebagaimana diatur dalam ketentuan
Bank Indonesia yang mengatur mengenai Sistem
Informasi Debitur.

Angka?2
Cukup jelas.
Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a

Y ang dimaksud dengan menilai dan memastikan pemenuhan
pringp syariah dalam pedoman operasonal adalah dalam
rangka membantu bank untuk memenuhi prinsip syariah
yang tertuang dalam pedoman operasional.

Huruf b

Cukup jelas.
Huruf ¢

Cukup jelas.
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Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39

Y ang dimaksud dengan tanggal pemberhentian dan/atau pengunduran
diri efektif adalah tanggal setelah pemberhentian dan/atau
pengunduran diri yang bersangkutan mendapat persetujuan dari rapat
umum pemegang saham, serah terima jabatan atau mekanisme lainnya
sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.

Pasal 40
Ayat (1)

Pgabat Eksekutif yang wajib dilaporkan antara lain adalah
Pgabat Eksekutif yang memiliki peranan dalam pelaksanaan
kebijakan dan operasional Bank dalam kegiatan pembiayaan,
treasury, penghimpunan dana, dan kegiatan operasional lainnya.

Pejabat Eksekutif dinyatakan efektif menduduki jabatannya
apabila yang bersangkutan:

a. telah menerima surat pengangkatan dan/atau pemberian kuasa
atau dokumen lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu;
dan

b. telah melakukan serah terima jabatan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
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Ayat (3)

Yang dimaksud dengan ”pertimbangan lain yang menunjukkan
tidak terpenuhinya aspek integritas’ antara lain informas track
record yang berasal dari hasil pengawasan Bank Indonesia atau
sumber-sumber lainnya.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Yang dimaksud dengan ketentuan yang berlaku dalam Pasal ini
antaralain adalah:

a. Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan dan aturan-aturan
pelaksanaannya;

b. Undang-Undang tentang Keimigrasan dan aturan-aturan
pelaksanaannya; dan

c. Peraturan Bank Indonesia tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja
Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan.

Pasal 42

Cukup jelas.
Pasal 43

Cukup jelas.
Pasal 44

Cukup jelas.
Pasal 45

Cukup jelas.
Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.
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Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Y ang dimaksud dengan kantor lain adalah kantor dari bank lain
atau perusshaan lain.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.
Pasal 48

Cukup jelas.
Pasal 49

Ayat (1)

Tidak termasuk dalamn KPK adalah kegiatan pameran yang
dilakukan dalam rangka promos, tidak bersifat permanen, dan
hanya menerima setoran awal/titipan kas sesual persyaratan
setoran minimal pembukaan rekening tabungan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.
Pasal 51

Cukup jelas.
Pasal 52

Ayat (1)

Penggjuan permohonan izin kepada otoritas di negara setempat
dilakukan setelah adanya persetujuan dari Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
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Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 53
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Dengan diterbitkannya izin pembukaan KC maka status kantor Bank
berubah dari Kantor di bawah KC menjadi KC tanpa perlu memenuhi

ketentuan penutupan Kantor di bawah KC.
Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku antara lain Undang-Undang yang mengatur tentang
Perseroan Terbatas, Undang-Undang yang mengatur tentang

Perbankan Syariah.

Ayat (2)
Cukup jelas.
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Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68

Yang dimaksud dengan “kewagiban“ adalah kewagjiban kepada
nasabah penyimpan, nasabah investor, nasabah penerima faslitas
Bank baik yang tercatat pada neraca (on balance sheet) atau pada
rekening administratif (off balance sheet) serta kewgjiban lainnya
seperti gaji karyawan Bank dan pagjak terutang.

Pasal 69

Cukup jelas.
Pasal 70

Cukup jelas.
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Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf ¢

Yang dimaksud dengan “kewgjiban® adalah kewgiban kepada
nasabah penyimpan, nasabah investor, nasabah penerima fasilitas
Bank baik yang tercatat pada neraca (on balance sheet) atau pada
rekening administratif (off balance sheet) serta kewgjiban lainnya
seperti gaji karyawan Bank dan pagjak terutang.

Huruf d

Pasal 72

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Surat Keputusan pencabutan izin usaha Bank diterbitkan dengan
memperhatikan hasil pemeriksaan terhadap Bank yang
bersangkutan untuk memastikan terpenuhinya persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan ketentuan yang
berlaku lainnya.

Ayat (4)

Pasal 73

Yang dimaksud dengan “kewagjiban® adalah kewgiban kepada
nasabah penyimpan, nasabah investor, nasabah penerima fasilitas
Bank baik yang tercatat pada neraca (on balance sheet) atau pada
rekening administratif (off balance sheet) serta kewgjiban lainnya
seperti gaji karyawan Bank dan pagjak terutang.

Cukup jelas.
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Pasal 74

Yang dimaksud dengan Unit Pelayanan Syariah adalah kantor Bank
setingkat KCP yang kegiatan usahanya membantu KC induknya dan
berlokas di luar ibukota proving dan di luar Bogor, Depok,
Tangerang dan Bekas.

Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Daam ha Bank dikenakan sanksi tidak menyampaikan
laporan, tidak lagi dikenakan sanksi keterlambatan
penyampaian laporan.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
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